ABSTRAK

Dalam kepailitan tidak sedikit pihak yang terlibat hal itu merupakan konsekuensi
dari kepailitan yang bercirikan collective settlement atau penyelesaian kolektif
antara debitor dan banyak kreditor, termasuk juga kurator sebagai pengurus.
Banyaknya kepentingan dalam proses pengurusan dan pemberesan berbanding
lurus dengan kompleksitas tugas kurator sehingga menimbulkan kerentanan bagi
kurator untuk dikriminalisasi. Permasalahannya dewasa ini adalah bagaimana
akibat kriminalisasi kurator terhadap pengurusan dan pemberesan harta debitor
pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kurator yang dikriminalisasi
akibat pengurusan dan pemberesan harta pailit di Indonesia. Penelitian ini
dilakukan dengan tinjauan yuridis normatif mengenai Akibat Kriminalisasi Kurator
Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit menurut Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Perolehan data
didapatkan dari studi pustaka dan didukung oleh data wawancara serta dianalisis
dengan metode kualitatif. Studi menunjukkan bahwa kriminalisasi kurator memiliki
dampak yang menghambat proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, yakni
membuat kurator tidak dapat bekerja. Selain itu, dalam hal perlindungan hukum
bagi kurator, berdasarkan hasil penelitian ditemukan tidak ada ketentuan dalam
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur spesifik perlindungan
hukum bagi kurator. Namun, sebaliknya perlindungan hukum kurator yang
dikriminalisasi telah diakomodir oleh lembaga praperadilan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana serta diatur dalam kode etik organisasi profesinya.
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